
		

BAB II TINJAUANPUSTAKA


1. PengertianPenegakanHukum

Penegakan hukum adalah sebuah sistem yang diselenggarakan secara terstruktur oleh aparat pemerintah untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum. Sistem ini mencakup tindakan pencegahan, identifikasi, pemulihan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum, yang dilakukan sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan membatasi kewenangan aparat.
Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada peraturan tertulis, melainkan harus mencerminkan keadilan substantif dan nilai-nilai kemanusiaan. Karena hukum adalah untuk manusia, sehingga penegak hukum harus memiliki kebijaksanaan dalam menerapkannya.1
Salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara hukum terletak pada seberapaefektifsistempenegakanhukumnyaberjalan.Keberhasilaniniterlihatdari tingkat ketaatan seluruh warga negara terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Bilaprosespenegakanhukumtidakberjalanoptimal,makahalinibisamenggerus kepercayaan masyarakat terhadap pembuat kebijakan, aparat hukum, serta warga yangharusmematuhihukumtersebut.Akibatnya,semuaelemendalammasyarakat akan terdampak.
Penegakan hukum merupakan keseluruhan proses dalam sistem peradilan pidanayangterdiridaritahappenyelidikan,penyidikan,penuntutan,peradilan,
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sampai pada tahap pelaksanaan putusan, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban hukum.2
Hukum bukan sekadar tindakan mekanis berdasarkan norma, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, dan politik3. Artinya, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan integritas aparat penegak hukum.
Penegakanhukumadalahkegiatanmenyerasikanhubungannilai-nilaiyang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.4
Penegakan hukum bukan hanya sekadar menerapkan aturan hukum secara normatif, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hukum harus digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif.5
Penegakan hukum adalah kegiatan yang menjamin berfungsinya norma- norma hukum secara nyata dalam hubungan-hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat.6
Tujuan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastianhukumdalam masyarakat.Penegakanhukum juga harus memperhatikan
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faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat.7
Tujuan utama dari penegakan hukum adalah menciptakan ketertiban serta memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, perlu adanya kejelasan fungsi, tugas, dan kewenangan dari lembaga penegakhukumyangdidukungkerjasamayangbaikdiantarainstansiterkait.Pola penegakanhukumsangatdipengaruhiolehkemajuanhukumdalammasyarakat.Di masyarakat modern yang rasional dan memiliki tingkat spesialisasi tinggi, sistem penegakan hukum biasanya lebih kompleks dan bersifat birokratis.8
Secara teoritis, penegakan hukum dan sistem peradilan dianggap berhasil apabila lima elemen utamanya berfungsi secara optimal, peraturan hukum, aparat penegak hukum, individu yang terikat oleh hukum, budaya hukum, serta institusi dan fasilitas pendukung lainnya.
Penegakan hukum tidak cukup hanya menerapkan aturan secara tekstual. Nilai-nilai sosial dalam masyarakat juga harus menjadi pertimbangan. Proses penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan isi hukum menjadi kenyataan dalamkehidupannyata.Keberhasilanpenegakanhukumdipengaruhiolehberbagai faktor, antara lain:9
0. Kualitasdanintegritasaparat hukum,

0. Ketersediaansaranadanprasarana,
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0. Tingkatkesadaranhukummasyarakat,

0. Regulasiyangjelasdanimplementatif.

Hukum tidak semata-mata dijalankan secara formalistik, melainkan harus berpihak pada keadilan yang substantif. Dalam perspektif sosiologi hukum, penegakan hukum harus mempertimbangkan interaksi antara hukum dan masyarakat.Tanpakesadaranhukumdarimasyarakat,penegakanhukumakansulit efektif.Olehkarenaitu,hukumperlumenyentuhaspekfilosofisdansosiologisagar bisa diterima dan dipatuhi masyarakat.10
Ilmuhukummempelajariketerkaitanantarahukumdenganfenomenasosial secara analitis dan empiris. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mengkaji polaperilakumasyarakatterhadaphukumdalamkontekssosialnya.Sebuahsistem hukum terdiri dari aturan utama (primary rules), yang berisi kewajiban-kewajiban sosial informal, dan aturan tambahan (secondary rules), seperti:11
1. Rules of recognition, yakni aturan untuk mengidentifikasi aturan utama berdasarkan hierarki,
1. Rulesofchange,yaituaturanmengenaiperubahan hukum,

1. Rules of adjudication, yaitu aturan yang menentukan bagaimana pelanggaran hukum diadili dan diberikan sanksi.
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1. HambatandalamPenegakanHukum

Hambatan dalam penegakan hukum dapat dibedakan menjadi tiga aspek utama,yaitustrukturhukum,substansihukum,danbudayahukum12.Struktur hukumberkaitandenganaparatataulembagayangmenjalankanhukum.Jika aparat penegak hukum tidak profesional, kurang integritas, atau tidak didukungolehsaranadanprasaranayangmemadai,makapenegakanhukumakanterganggu. Substansihukummengacupadaperaturanperundang-undanganyang berlaku.Bilaperaturantidakjelas,bertentangan,atautidaksesuaidengan perkembangan masyarakat, hal ini menjadi penghambat tersendiri. Sementaraitu, budayahukummerujukpadasikapdankesadaranhukummasyarakatterhadap hukumitusendiri.Rendahnyakesadaranhukummenyebabkanmasyarakat
cenderungtidakpatuhdantidakmendukungprosespenegakanhukum.

Salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum adalah pendekatan hukum yang terlalu legalistik dan formalistik, tanpa mempertimbangkan keadilan substantif13. Hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat kekuasaan yang kaku, tetapi alat untuk menciptakan keadilan sosial. Bila hukum dijalankan secara mekanis tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan, maka akan sulit menciptakan keadilan sejati.
Hambatan dalam penegakan hukum juga terjadi karena tidak sinkronnya antaranormahukumdenganperilakusosial,sertalemahnyakoordinasiantar



[bookmark: _bookmark11]12 Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
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[bookmark: _bookmark16]lembagapenegakhukum.Proseshukumbisasajaberjalanlambat,tidaktransparan, atau bahkan tidak tuntas karena ketidakefisienan birokrasi hukum.14
Penegakanhukumseringkalidihambatolehfaktor politikdanekonomi,di manahukumdijalankansecaradiskriminatif.Ketikapenegakanhukumbisadibeli atau dipengaruhi oleh kekuatan tertentu, makahukum kehilangan wibawanyadan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri.15
Penegakanhukumadalahprosespelaksanaanhukumolehaparatdanpihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tujuan menyelaraskan perilaku individu dengan norma hukum.16
Hukum menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang benar atau salah untuk menjaga keteraturan dan kedamaian sosial. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum antara lain:17
0. FaktorPerundang-undangan

Hukum harus dirancang agar mampu memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial. Bila tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, hukum akan sulit dijalankan.
0. FaktorAparatPenegakHukum

Perilaku aparat yang menyimpang dari hukum menimbulkan krisis kepercayaan dan mengganggu jalannya proses keadilan.


[bookmark: _bookmark13]14Poernomo,B.(1993).Asas-AsasHukumPidana.Yogyakarta:Liberty.
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0. FaktorSaranadanPrasarana

Penegakanhukum memerlukantenagaprofesional,organisasiyang baik, peralatan yang lengkap, serta anggaran yang memadai.
0. FaktorMasyarakat

Masyarakat berperan aktif dalam menentukan efektivitas hukum, baik melalui kepatuhan maupun partisipasi sosial.
0. FaktorBudaya

Budaya hukum merupakan hasil internalisasi nilai-nilai sosial yang mendasari pembentukan hukum. Pemahaman tentang apa yang baik atau buruk memengaruhi cara masyarakat menerima hukum.
Penegakan hukum berlangsung melalui tiga tahapan sistematis sebagai berikut:18
1. TahapPerumusan(FormulationStage)

Pada tahap ini, lembaga legislatif menyusun dan menetapkan peraturan hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan. Tahap ini dikenal sebagai tahapan politik legislasi.
1. TahapPenerapan(ApplicationStage)

Hukum yang telah dirumuskan mulai diterapkan dalam sistem peradilan. Aparat hukum bertugas mengawasi dan menegakkan hukum sesuai peraturan, dengan tetap menjunjung prinsip efisiensi dan keadilan. Ini merupakan tahapan proses persidangan.
1. TahapPelaksanaan(ExecutionStage)


[bookmark: _bookmark17]18Soekanto,Soerjono.2004.SosiologiSuatuPengantar.Jakarta:RajawaliPers.





Merupakan pelaksanaan konkret dari keputusan hukum, termasuk pelaksanaan hukuman. Kepolisian dan aparat terkait bertanggung jawab melaksanakan putusan sesuai hukum yang berlaku.
Sedangkan teorinya tentang legal system hukum menjadi tiga komponen utama, yaitu:19
2. LegalStructure(strukturhukum),

2. LegalSubstance(substansihukum), dan

2. LegalCulture(budayahukum).



1. PengertianAnakdalamPerspektifHukum

Dalam perspektif hukum, pengertian anak tidak hanya dipahami secara biologissebagaiindividuyangbelumdewasa,tetapijugamemilikidimensiyuridis yang menentukan status dan perlindungannya dalam sistem hukum. Pengertian anak dalam hukum dapat berbeda-beda tergantung pada bidang hukum yang digunakan, seperti hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum perlindungan anak.
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masihdalamkandungan.Definisiinimenekankanpentingnyaperlindunganhukum terhadap anak sejak dini, mengingat anak dianggap sebagai individu yang masih rentan secara fisik, mental, dan sosial.20
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Anak adalah seseorang yang pada saat melakukan tindak pidana telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun21. Dalam konteks ini, anak tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang harus dilindungi, tetapi juga bisa menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab secara terbatas sesuai dengan perkembangan psikologis dan sosialnya. Pendekatan hukum terhadap anak dalam peradilan pidana pun mengedepankan prinsip restorative justice, bukan sekadar penghukuman.
Anak dianggap sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa, yaitu 21tahun,kecualijikaiatelahmenikah.Dalamhalini,statusanakmenentukanhak dan kewajiban dalam keluarga, termasuk dalam hal perwalian, pengasuhan, dan warisan.
Anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki hak untukberkembangsecaramaksimaldalamlingkunganyangsehatdanterlindungi.
22.Anak bukan hanya objek perlindungan, tetapi harus dilihat sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat yang setara, sehingga sistem hukum harus dirancang dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).23
Dalam perspektif hukum nasional Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorangyangbelumberusia18(delapanbelas)tahun,termasukanakyangmasih
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dalam kandungan.24 Definisi tersebut memperluas cakupan perlindungan hukum, tidak hanya bagi anak yang telah lahir, tetapi juga bagi janin yang masih dalam kandungan, terutama dalam hal hak untuk hidup dan perlindungan dari kekerasan atau perlakuan tidak manusiawi.
Dalamperspektifhukum Islam,anakdipandangsebagaiamanahdariAllah SWT yang memiliki kedudukan istimewa dan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua dan masyarakat. Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan, pendidikan, dan pemeliharaan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa.
Secara umum, anak dalam hukum Islam adalah seorang yang belum mencapaiusiabaligh(dewasasecarasyar’i).Tanda-tandabalighantaralain:mimpi basah bagi laki-laki, haid bagi perempuan, atau mencapai usia 15 tahun menurut sebagian ulama jika tanda-tanda fisik belum muncul.
Islammenetapkansejumlahhakanak yangharusdipenuhi,di antaranya:

1. Hak atas nasab: Anakberhak mengetahui dan disandarkankepada nasab yang sah.
1. Hak atas kehidupan dan perlindungan: Islam melarang keras pembunuhan anak (QS.Al-Isra’: 31), termasuk dalam bentuk aborsi tanpa alasan syar’i.
1. Hakataspengasuhandanpendidikan:Orangtuawajibmemberikan pendidikan akidah, akhlak, dan ibadah kepada anak.
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1. Hak atas nafkah: Orang tua berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada anak.
1. Hak untuk diperlakukan dengan adil: Islam menekankan keadilan dalam memperlakukan anak-anak, baik dalam kasih sayang, pemberian, maupun perhatian (HR. Bukhari dan Muslim).
OrangtuadalamIslammemilikitanggungjawabbesardalammembimbing dan membesarkan anak. Nabi Muhammad SAW bersabda:
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."(HR. Bukhari dan Muslim)

4. DalilAl-Qur’antentangAnak

0. LaranganMembunuhAnakdanHakHidupAnak

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin.Kamiakanmemberirezekikepadamerekadanjugakepadamu." (QS. Al-Isra’: 31)
Ayatinimenunjukkanbahwaanakmemilikihakuntukhidupdan dijaga keberadaannya.
0. AnakadalahAmanahdanUjian dariAllah

"Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu),dandisisiAllah-lahpahalayangbesar."(QS. At-Taghabun: 15)
Anak merupakan amanah sekaligus ujian, sehingga wajib diperlakukan dengan penuh tanggung jawab.





0. PerintahMendidikdan MenjagaKeluargadariApiNeraka

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (QS. At-Tahrim: 6)
Ayat ini menjadi landasan kewajiban orang tua untuk mendidik anak agar terhindar dari kesesatan.
Dalam hukum Islam, anak adalah amanah dariAllah SWT yang harus dijaga, dipelihara, dan dididik dengan baik. Seorang anak dipandang sebagai individu yang memiliki hak-hak asasi yang wajib dipenuhi, bahkan sebelum ia lahir. Dalam konteks fikih, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia baligh (dewasa syar’i) dan belum memiliki ahliyyah al-kamal (kemampuan hukum sempurna).
Dalamfikih,anakdidefinisikan sebagai:

"Al-thifl huwa man lam yablugh sin al-rushd aw al-bulugh, wahwa man la tanzilu 'alayhi ahkam al-taklifiyya bi tamāmihā."
(Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia baligh atau belum mampu bertindak secara penuh menurut hukum syariat.) — Imam al- Mawardi, Al-Ahkam al-Sultaniyyah
Ayat ini menunjukkan bahwa anak memiliki hak hidup dan larangankerasterhadappembunuhanbayi(termasukaborsitanpaalasan syar’i).
"Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah (ujian), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS. At- Taghabun: 15)





0. PendapatUlamaFikihtentangHakAnak

3. Imamal-GhazalidalamIhya’Ulumal-Dinmengatakan:

"Anakadalahamanahbagiorangtuanya.Hatinyasuci,laksana permata yang masih murni. Jika dididik dalam kebaikan, maka ia tumbuh dalam kebaikan dan bahagia dunia akhirat. Namun jika dibiarkan, maka ia akan rusak dan binasa."
3. ImamIbnQayyimal-JawziyyahdalamTuhfatulMaudud menegaskan:

"Memberikan pendidikan kepada anak adalah bagian dari kewajiban orang tua dalam menjalankan amanah Allah."
3. ImamNawawidalamSyarhShahihMuslim menekankan:

"Mendidik anak dengan akhlak yang baik adalah bagian dari pengamalan sabda Nabi agar kita menjaga keluarga dari api neraka."
Pandangan hukum Islam terhadap anak sangat komprehensif. Anak tidak hanya dilihat sebagai bagian dari keluarga, tapi juga sebagai amanah yang harus dijaga,dididik,dandiberihaknya.Perlindungandanpendidikananakbukanhanya urusanduniawi,tetapimerupakanibadahyangakandimintaipertanggungjawaban di akhirat.
Secarainternasional, anakadalahsetiapmanusiayangberusiadibawah18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku baginya, seseorang telah dianggap dewasa sebelumnya.25 Dengan ratifikasi ini, Indonesia mengakui pentingnya jaminan hak-hak anak dalam sistem hukum nasional.
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Anak dipandang sebagai individu yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara, keluarga,danmasyarakat.Hukumtidakhanyaberperansebagaialatpengatur,tetapi juga sebagai pelindung hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan.


1. AsasPerlindunganHukumterhadapAnak

Perlindungan anak dalam perspektif hukum tidak dapat dilepaskan dari asas-asas yang melandasinya. Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, membuat peraturan, serta dalam penegakan hukum yang menyangkut anak. Adapun beberapa asas penting dalam perlindungan hukum terhadap anak adalah:26
0. AsasNonDiskriminasi

Semua anak memiliki hak yang sama tanpa membedakan suku, agama,ras,jeniskelamin,statussosial,ataulatarbelakanglainnya.Asasini menjamin bahwa perlakuan terhadap anak harus adil dan merata.
0. AsasKepentinganTerbaikbagiAnak(BestInterestsoftheChild)

Dalam setiap keputusan atau tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun perorangan, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
0. AsasHakuntukHidup,Tumbuh,danBerkembang
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Anak memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan kesempatan berkembangsecaraoptimal,baikfisik,mental,spiritual,maupunsosialnya.
0. AsasPenghargaanterhadapPandanganAnak

Anak, sesuai tingkat usianya dan kematangannya, memiliki hak untuk didengar pendapatnya dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya.
Asas-asas tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalamKonvensiHakAnak,sertamenjadidasarmoraldanetikdalampembentukan kebijakan perlindungan anak di Indonesia.


1. Hak-HakAnakdalamPerspektifHukum

Dalamperspektifhukum,hak-hakanakdiakuisebagaibagiandarihakasasi manusia yang harus dilindungi secara khusus karena anak merupakan kelompok rentan yang belum memiliki kemampuan penuh untuk membela kepentingan dan hak-haknyasendiri.Perlindunganterhadaphakanaktidakhanyamenjaditanggung jawaborangtua,tetapijugamerupakankewajibannegaradanmasyarakat.Hak-hak anak telah dijamin baik dalam hukum nasional maupun internasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Anakmemilikiempatkelompokhakutama,yaitu: (1)hakuntukhidup,(2) hakuntuktumbuhdan berkembang,(3)hak untukmendapatkanperlindungan, dan
(4)hakuntukberpartisipasi.Keempathakinisalingberkaitandantidakdapat





dipisahkan, serta menjadi fondasi dalam setiap kebijakan dan peraturan yang menyangkut anak.27
Beberapa hak yang secara khusus diakui antara lain hak atas identitas diri (nama dan kewarganegaraan), hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk diasuh oleh orang tua, hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta hak untuk menyatakan pendapat. Undang- undang ini juga mengatur bahwa dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) harus menjadi pertimbangan utama.28
Anak tidak boleh dipandang hanya sebagai objek perlindungan hukum, melainkan sebagai subjek hukum yang utuh, yang memiliki hak untuk dihormati dandilibatkandalampengambilankeputusanyangmenyangkutdirinya.Sementara itu, pentingnya sistem hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial, termasuk dalammenjaminpemenuhanhak-hakanaksecaranyata,bukanhanyasecaraformal di atas kertas.29
Di bidang hukum pidana, Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan khusus, seperti pendampingan hukum, tidak dikenakan penahanan semena-mena, dan berhak atas proses peradilan yang mendidik serta berorientasi pada pemulihan, bukan penghukuman. Hal ini menunjukkan bahwa hukumnasionaltelahmulaimengadopsipendekatanrestoratif,yangmenekankan
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padapemulihan hubungan sosial dan perlindungan hak anak, daripada pendekatan retributif semata.30
Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh semua pihak, terutama oleh negara. Hak-hak anak dalam perspektif hukum meliputi berbagai aspek kehidupan, antara lain:31
1. Hakatasidentitas,yangmeliputinama,kewarganegaraan,danstatushukum sebagai anak.
1. Hak atas pengasuhan dan perlindungan, termasuk hak untuk diasuh olehorang tua, keluarga, atau wali yang sah.
1. Hak	atas	pendidikan,	untuk	memperoleh	ilmu	pengetahuan	dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya di masa depan.
1. Hak	atas	pelayanan	kesehatan,	baik	fisik	maupun	mental,	demi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.
1. Hakatasperlindungandarikekerasan,diskriminasi,eksploitasi,dan penelantaran.
Hak-hak tersebut diatur tidak hanya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga dalam berbagai peraturan turunan lainnya, serta dalam sistem hukum internasional.


1. KewajibanNegaraterhadapAnak
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[bookmark: _bookmark32]Negaramemilikitanggungjawabhukumdanmoraluntukmenjaminperlindungandanpemenuhanhak-hakanak.Tanggungjawabinidijalankanmelalui pembentukanregulasiyangmemadai,penyediaananggaran,pembangunanlembagaperlindungananak,danpenegakanhukumterhadappelanggaranhakanak.
DalamPasal28Bayat(2)UUD1945disebutkanbahwa“Setiapanakberhak ataskelangsunganhidup, tumbuh,danberkembangsertaberhakatas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan anak telah menjadi komitmen konstitusional negara.
Negarawajibmenyelenggarakanperlindungananaksecaramenyeluruhdan terkoordinasi, yang melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga swasta dan masyarakat.32


1. PenegakanHukumterhadapPelanggaranHakAnak

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak merupakan bentuk konkret dari perlindungan hukum. Setiap pelanggaran hak anak, seperti kekerasan fisik, eksploitasi seksual, perdagangan anak, maupun penelantaran, dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang.33
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak dapatdikenakanpidana penjaradan/ataudenda.Selainsanksipidana,pelanggaran
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hakanakjugadapatdikenakansanksiadministratif,perdata,bahkantindakan rehabilitasi.34


1. PenegakanHukumdalamTindakPidanaLaluLintas

Penegakan hukum dalam tindak pidana lalu lintas merupakan bagian penting dari sistem hukum pidana di Indonesia. Tujuan utama dari penegakan hukum lalulintasadalahuntuk menciptakanketertiban,keamanan,dankeselamatan bagiseluruhpenggunajalan.Halinijugamerupakanbentuktanggungjawabnegara dalam menjamin hak warga negara untuk berlalu lintas secara aman.35
Undang-undangyangmengaturberbagaiaspeklalulintas,mulaidarisyarat administrasi, kelayakan kendaraan, hingga perilaku berkendara yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dilakukan melalui pemberian sanksi pidana maupun administratif terhadap pelanggaran yang terjadi.


1. Jenis-JenisPelanggaranLaluLintas

Beberapapelanggaranlalulintasyangumumterjadiantara lain:36
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0. Tidak memiliki atau membawa Surat Izin Mengemudi (SIM), pelanggaran ini diaturdalam Pasal 281, dan dapat dikenai pidanakurungan paling lama 4 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000.
0. Tidakmenggunakanhelmatausabukpengaman,sebagaimanadiaturdalam Pasal 291 dan Pasal 106 ayat (8).
0. Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 287 UU No. 22 Tahun 2009.
0. Mengemudi dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, diatur dalam Pasal 311 yang dapat dikenai sanksi pidana berat, bahkan pidana penjara.
0. Balapan liar atau ugal-ugalan di jalan, termasuk dalam kategori membahayakan keselamatan umum dan dapat dikenai pidana penjara.
Penegakan hukum dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya satuan lalu lintas (Satlantas). Tindakan penegakan hukum dapat dilakukan melalui:
1. Tilanglangsungataupenindakandi tempat.

1. Penegakanberbasisteknologi,sepertie-Tilang(tilangelektronik).

1. Pendidikanmasyarakatmelaluikampanyekeselamatanberlalulintas.

Penegakan hukum lalu lintas tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga bersifat preventif dan edukatif. Hal ini bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya tertib berlalu lintas di masyarakat.


1. [bookmark: _TOC_250014]PertanggungjawabanHukumAnak





Pertanggungjawaban hukum anak merupakan bentuk pelaksanaan prinsip keadilan yang memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, namun pendekatannya berbeda dari orang dewasa.37


1. [bookmark: _TOC_250013]PrinsipKhususdalamPenangananAnakBerkonflikHukum

Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. 38
Penegakan hukum terhadap anak dilakukan dengan tetap mengedepankan hakanak,tanpamengabaikanaspekkeadilanbagikorban.Prosespenanganananak dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
1. Non-diskriminasi,

1. Kepentinganterbaikbagianak,

1. Penghargaanterhadaphakuntukhidupdanberkembang,dan

1. Mendengarkanpendapat anakdalamsetiapproseshukum.



1. DiversidanRestorativeJustice

Kewajibanuntukmelakukandiversi,yaitupengalihanpenyelesaianperkara anakdariprosesperadilanpidanakeluarsistemperadilan.Diversidapatdilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan anak.
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Tujuanutamadiversiadalah untuk:39

1. Mewujudkanperdamaian antarapelakudankorban,

1. Menghindarkananakdariprosesperadilanpidana yangberlarut-larut,

1. Menumbuhkantanggung jawabsosialanak,

1. Mencegahanakdaristigmatisasisebagaipelaku kejahatan.

Pendekatan yang digunakan dalam diversi adalah restorative justice, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,danpihakterkaitlainnyauntukbersama-samamencaripenyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan, bukan pembalasan.40


1. [bookmark: _TOC_250012]BentukPertanggungjawabandanSanksi

Jika diversi tidak berhasil, proses hukum tetap dapat dilanjutkan melalui pengadilan anak. Namun, putusan hakim terhadap anak berbeda dengan orang dewasa. Hakim harus mempertimbangkan:41
1. Usiaanak,

1. Latarbelakangkeluargadan sosial,

1. Tingkatkesalahananak,

1. Kemungkinanrehabilitasidanreintegrasi sosial.

Sanksiyangdijatuhkanterhadap anakdapatberupa:
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1. Pidana: seperti pembinaan di Lembaga Pembinaan KhususAnak (LPKA), kerja sosial, atau pidana dengan masa percobaan.
1. Tindakan:sepertipengembaliankepadaorangtua,pelatihankerja,perawatan di rumah sakit, atau rehabilitasi.


1. [bookmark: _TOC_250011]TujuanPertanggungjawabanHukumAnak

Pertanggungjawaban hukum terhadap anak tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, melainkan lebih menekankan pada pembinaan, perlindungan, dan pemulihan anak agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat secara utuh.Pendekataniniberbedadengansistemperadilanpidanaorangdewasa,karena anak dianggap sebagai individu yang sedang dalam proses tumbuh kembang dan memiliki potensi untuk berubah serta memperbaiki diri. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengacu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, tujuan pertanggungjawaban hukum anak meliputi:42
3. MemberikanPerlindunganterhadapHakAnak

Pertanggungjawaban hukum terhadap anak dimaksudkan untuk melindungi hak-haknya sebagaimana dijamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Anak memiliki hak atas perlakuan yang adil,tanpadiskriminasi,danberhakmendapatkanproseshukumyangsesuai dengan usianya.
3. MendorongPerbaikandanPertobatanAnak
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Tujuanutamadarisanksiatautindakanhukumterhadapanakadalah untuk memperbaiki perilaku dan mengembangkan rasa tanggung jawab. Anak yang melakukan kesalahan diharapkan dapat menyadari dampak perbuatannya, menyesal, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi tindakannya.
3. RehabilitasiSosialdanReintegrasi

Setiap proses hukum yang dijalani anak bertujuan agar setelahnya anak dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi psikologis dan sosial yang sehat. Reintegrasi ini menjadi bagian dari pemulihan agar anak tidak mengalami stigma sosial yang dapat memperburuk masa depannya.
3. MenghindariEfek NegatifdariProses Peradilan

Anak tidak boleh diproses secara hukum layaknya orang dewasa karena berisiko menimbulkan trauma dan dampak jangka panjang secara psikologis. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana anak mengutamakan mekanismediversidanrestorativejustice,yaitupenyelesaianperkaradiluar jalur peradilan formal dengan mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan.
3. MenjaminKepentinganTerbaikbagiAnak(BestInterestoftheChild)

Setiap proses pertanggungjawaban hukum harus mempertimbangkan apa yang paling baik bagi anak, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi pendidikan, psikologi, dan perkembangan moralnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum menjadi bagian dari pembentukan karakter anak sebagai generasi penerus bangsa.







1. [bookmark: _TOC_250010]KecelakaanLaluLintasolehAnakdiBawah Umur

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur merupakan persoalanseriusdalambidanghukum,sosial,dankeselamatanpublik.Pelanggaran hukum, termasuk kecelakaan lalu lintas oleh anak, berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum dan minimnya kesadaran hukum dalam masyarakat.43
Dalam konteks anak, pelanggaran sering terjadi karena pengawasan orang tua yang lemah serta kurangnya edukasi lalu lintas sejak dini. Anak-anak yang belum cukup umur sering kali mengendarai kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), keterampilan mengemudi yang belum memadai, serta minimnya pemahaman terhadap peraturan lalu lintas. Fenomena ini tidak hanya membahayakan diri anak itu sendiri, tetapi juga pengguna jalan lain.44






1. [bookmark: _TOC_250009]PerspektifHukumterhadapAnaksebagaiPelaku Kecelakaan

DalamhukumIndonesia,anakyangterlibatdalamtindakpidana,termasuk pelanggaranlalulintasyangmenyebabkankecelakaan,tetapdapatdimintai pertanggungjawaban hukum, dengan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini diatur dalam:
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0. Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan,
0. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Berdasarkan UU SPPA, anak dianggap sebagai subjek hukum khusus, dan proses hukum terhadap mereka wajib mengedepankan pendekatan diversi dan restorative justice.
Sistem pertanggungjawaban pidana anak lebih mengarah pada upaya perlindungan dan pembinaan, bukan sekadar penghukuman. Dalam kasus kecelakaanlalulintas,pendekatanhukumterhadapanakharusdisesuaikandengan kondisi psikologis dan sosiologisnya.45
Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem yang terintegrasi, yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas. Tujuannya bukan hanya mencegah anak dari efek buruk sistem peradilan, tetapi juga memulihkan relasi sosial antara anak, korban, dan masyarakat.46 Penegakan hukum yang baik harus berpihakpadakeadilansosialdankemanfaatanhukum.Dalamkontekskecelakaan olehanak,pentingbagihukumuntukmenyeimbangkanantaraaspekkeadilanbagi korban dan pembinaan bagi anak.47


1. [bookmark: _TOC_250008]PenelitianTerdahulu

Beberapapenelitiansebelumnyayangmendukung kajianiniantara lain:


[bookmark: _bookmark44]45Arief,BardaNawawi.(2010).BungaRampaiKebijakanHukumPidanaAnak.Jakarta:Kencana.
[bookmark: _bookmark45]46Muladi.(1995).KapitaSelektaSistemPeradilanPidana.Semarang:BadanPenerbitUNDIP.
[bookmark: _bookmark46]47Mertokusumo,Sudikno.(2010).MengenalHukum:SuatuPengantar.Yogyakarta:Liberty.





1. Ahmad,R.(2021).“PenegakanHukumterhadapAnaksebagaiPelaku Kecelakaan Lalu Lintas di Surabaya”. Jurnal Hukum dan Keadilan.
1. Sari,N.(2019).“PerlindunganHukumTerhadapAnakyangMenjadiPelaku Pelanggaran Lalu Lintas”. Jurnal Perlindungan Anak Indonesia.
[bookmark: _GoBack]


